
Ri 1is Pers

Suburnya Pasal Yang Berpotensi Membungkam Kebebasan Berekspresi dan pers

Saat ini DPR khususnya (omisi III bersama Pemerintah nasih tetap melakukan
pembahasan terhadap rumusan pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (RKUHP). Meski sempat beredar isu bahwa RKUHP akan disahkan clalarn

waktu dekat akan tetapi pasca desakan nasyarakat sipil melalui serangakaian
aksi pada akhirnya rencana pengesahan dalam waktu dekat pun ditunda. l!{eski
begitu, masyarakat sipil tetap harus mengawal proses pembahasan yangs sedang
berjalan. Khususnya mengenai norma pasal yang berpotensi mengkriminalisasi
kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers.

Dalam berbagai rumusan pasal-pasa1 dalam RKUHP masih banyak runusan yang

berpotensi mengkrininalkan kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers.
Ketentuan yang berpotensi mengkriminalisasi tersebut adalah:

Penghinaan terhadap presiden dan rvakll presiden, kepala negara d.1n

wakil kcpala negara sahabat, penghinaan terhadap pemerintah

Penghinaan terhadap Pemerintah
Pencenaran nana bai k
Fltnah
Penghinaan ringan
Pcngaduan fitnah
Pencemaran orang yang sudah meninggal

Penghinaan terhadap Simbol Negara

Penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara
Penghinaan terhadap agarna

Penyebaran dan Pengembangan ajaran Komuni sme/Marxi sme Leninisme
Pernyataan perasaan permusuhan atau penghinaan terhadap kelompok
tertentu

13, Pcnghasutan untuk melatyan penguasa umum

11. Penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agima
15. Tindak Pidana Pembocoran rahasia
16. Penyiaran berita bohong dan berita yang tidak pasti
17. Gangguan dan Penyesatan proses pengadilan

Poin-poin ketentuan diatas masih tetap dipcrtahankan dalam rumusan RKUHP

hingga saat ini. Khsusunya mengenai rutiusan pasal penghinaan terhadap
presiden dan wakil presiden yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi
nelalui Putusan Nomor 013 022/PUU Iy /2A06 yang mencabut pasal 13,1, 136 bis,
dan 137 KUIIP vang rumusannya sama dengan Pasal penghinaan presiden dan wakil
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preisden dalan RKUHP. Tldak hanya pasal penghinaan terhadap presiden namun

pasal penghinaan lainnya seperti prenghinaan tcrhadap pemerintahan yang sah,

penghinaan terhadap lembaga negara, dan lainnya juga rentan menyasar siana
saja pihak pihak yang melontarkan kritik dan aspirasinya terhadap pemerintah.

Ha1 tersbeut discbabkan tidka jelasnya kategirl perbuatan apa saja yang

dianggap penghinaan atau bukan penghinaan. Frasa "penghinaan" dalam setiap
rumusan pasal nenimbulkan kerancuan dan multi tafsir sehingga rentang
disalahgunakan oleh aparat penegak hukun terhadap pihak yang melontarkan

aspirasi dan kritiknya.

Xncaman pembungkaman juga menyasar kepada kerja kerja jurnalistlk. Rumusan

pasal yang mengatur pemldanaan terhadap siapapun yang mempublikasikan sesuatu
yang menimblllkan akibat sifat tidak memihak hakin dalam sidang pengadilan
sangat rentang menyasar bahkan mengkrlminalisasi kerja-kerja jurnalistik
yang berusaha menyiarkan proses persidangan. Selain itu deljk mengenai
penyebaran beri ta bohong juga berpotensi mengancalr kerja pers dal am

menjalankan tugas tugasnya untuk menyiarkan fenomena publik. Upaya upaya

mengkrinlnalisasi kerja kerja publikasi oleh pers sangat tidak sesuai dengan

semangat kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dan diatur dalan UL No. 40

Tahun 1999 tentang Pers. l]engan diaturnya rumusan rumusan terseb!t maka

apabila RKUIIP ini disahkan naka berakibat terkekangnya kerja kerja
jurnalistik dalam menyiarkan suatu fenomena publik.

Dalam merumuskan RKUHP khususnya mengani pasal-pasa1 yang bersinggungan
dnegan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers telah secara jelas DPR

bersama Pemerintah dalam nelakukan penyusunan tidak didasarkan pada Putusan

Mahkanah (osntitusi dan berbagai peraturan perundang undangan terkait
seperti UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Deklarasi UniversaL Hak Asasi l!{anusia,

dan Uir No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Berdasarkan hal diatas, kami masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi
Kehebasan Berekspresi dan Kebebasan Pcrs menyatakan sikap:

1. Mendesak Perierintah dan DPR menghormati jaminan atas kebebasan

berpendapat dan berekspresi yang sudah diatur dalam Konstitusi,
' (ovenan Internasional tentang Hak Hak Sipil dan Politik, Deklarasi

Universal llark Asasi Manusia, dan UU No. 40 Tahun 1999 tcntang Pers

dalam melakukan perumusan atas pasal-pasal dalam RKUHP;

2. Meminta pemerintah dan DPR nencabut rumusan pasal pasal yang

berpotensi nembungkan kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers;

3. Meminta pemerintah dan DPR mengedepankan prinsip penghormatan,

perlindungan, dan pcmcnuhan hak asasi manusla. Khususnya hak



kebebasan berekspresi dan berpendapat serta kebebasan pers, dlaan
membuat rumusan dan ketentuan dalam RKUHP;
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